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KESADARAN HUKUM DAN KETAATAN HUKUM  
MASYARAKAT DEWASA INI 

 
Oleh: Zulkarnain Hasibuan1 

 
ABSTARK 

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan 
ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum 
penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran 
penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran 
hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat 
kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum 
masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang 
baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam 
masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya 
masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih 
melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Para pemakai dan pengedar 
narkotika tahu bahwa mengkomsumsi dan mengedarkan narkotika secara melawan 
hukum adalah tindak pidana, tetapi faktanya perbuatan itu masih tetap dilakukan. 
Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah yang identik dengan 
ketidaktaatan hukum. 

 
Kata Kunci: Kesadaran Hukum, dan Ketaatan Hukum 

 
A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Akhir-akhir ini media cetak, media elektronik dan berbagai kalangan 

semakin banyak  membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan  

masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, seperti main hakim sendiri, 

anarkisme, premanisme, tauran, bentrokan, bahkan tindakan yang mengarah 

pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya. 

Pelakuknya sangat beragam, tidak hanya terjadi dan dilakukan di kalangan 

pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai instansi termasuk 

di lembaga pendidikan  dan yang paling mengejutkan adalah di lembaga 

peradilan. Hampir tiap hari kita disuguhi dengan berbagai cerita atau berita 

mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita mengenai 

                                                             
1 Penulis adalah Wakil Dekan I Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Tapanuli 
Selatan. 
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mafia peradilan, suap menyuap pada setiap langkah dalam proses peradilan, 

hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, 

dan lain-lain hampir menjadi santapan sehari-hari.  

Apabila hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi 

sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan 

jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau 

kekerasan fisik. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya 

dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat 

menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum itu sendiri. 

Dengan demikian perlunya membina dan meningkatkan kesadaran hukum 

dan ketaatan hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, 

hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih 

teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih 

bisa menciptakan rasa aman.  

 
2. Perrumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan di 

atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana kesadaran hukum dan Ketaatan hukum masyarakat dewasa 

ini? 

b.  Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum dan Ketaatan hukum 

masyarakat? 

 
B. Kajian tentang Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum 

1. Pengertian Kesadaran Hukum 

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur 

oleh hukum.2 Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk 

mendorong seseorang mematuhi  dan melaksanakan atau tidak 

                                                             
2 Suharso, Retnonigsih Anna. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya 

Semarang, 2005. 
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melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh 

hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah 

satu bagian penting  dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. 

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah 

masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. 

Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa 

menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan 

pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana 

jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang 

ada. 

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata 

dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan 

mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: 

“Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami 

hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang 

memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.3 

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan 

dan karenannya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. 

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai 

perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”4 

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang 

memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakam 

institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai 

berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian 

masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran 

hukum. 

                                                             
3 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) 

Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence,Kencana,2009, hal 510.  
4 Ibid, hal. 511 
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Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan 

hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat 

menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk 

mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi 

membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat 

pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: 1) 

Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan 

dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-

norma,  

 Beberapa faktor yang mempengarui masyarakat tidak sadar akan 

pentingnya hukum adalah: 

1. Adanya ketidak pastian hukum; 
2. Peraturan-peraturan bersifat statis; 
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan 

peraturan yang berlaku.5 
 

 Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu menjadi fokus 

pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah: 

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan 
dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi; 

2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan 
hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk 
tindakan; 

3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak 
sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum dalam 
memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa mereka lakukan.6 

 
 Berangkat dari uraian diatas maka pemenuhan kebutuhan dan 

hubungan antara institusi hukum maupun institusi masyarakat berperan 

sebagai pranata didalam masyarakat. 

2. Pengertian Ketaatan Hukum 

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran 

hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang 

                                                             
5 Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi, hal.112  
6 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) 
Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence,Kencana,2009, hal 342.  
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baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan 

sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. 

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran 

hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literaur yang di ungkap oleh 

beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran 

hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu: 

1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai 
ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan 
hukum yang disadari atau dipahami; 

2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud 
menentang hukum atau melanggar hukum.7 
 

 Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, 

hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainya, struktur hukum 

pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. 

Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk 

karakteristik masyarakat. 

Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama 

dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, 

tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak 

dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada 

masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila 

ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. 

 Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C 

Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad 

Ali,SH Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence): 

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan 
ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-
menerus. 

                                                             
7 Ibid., hal. 510  
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2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak 
lain menjadi rusak. 

3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaiutu jika seseorang menaati 
suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai 

dengan nilai-nila intristik yang dianutnya.8 
 
Jika diurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaatai 

hukum atau mentaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur 

dalam masyarakat. Mengapa orang mentaati hukum? Konsep Hermeneutika 

menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat 

relegius atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan.9 

Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut 

meskipun memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban 

tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh 

didalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan 

pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan 

keadaan tertentu. 

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki 

seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum 

masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum 

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak 

hukum itu sendiri. 

Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan 

pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu 

ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun 

secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari atau dalam praktek yang nyata. 

                                                             
8 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) 
Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 352 
9 Ibid 
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Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat 

dengan mudah luntur oleh perilaku oportunis yang memungkinkan 

seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil 

maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini 

kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak 

patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi 

merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum 

mesti terus didorong untuk ditingkatkan menajdi ketaatan hukum sehingga 

konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 
C. Pembahasan 

1. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa ini 

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah 

terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum 

masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang 

surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat 

primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara 

total merupkan penjelmaan dari hukum masysarakatnya. 

Ketika berkembangnya mazhab hukum alam modern (abad ke- 18 dan 

ke-19), mengultuskan rasio manusia, eksistensi dan peranan kesadaran 

sangat kecil, kesadaran hukum tidk penting lagi bagi hukum. Yang 

terpenting adalah titah tuhan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab 

suci (mazhab scholastik) atau hasil renungan manusia dengan menyesuaikan 

rasionya. Ketika berkembangnya paham-paham sosiologi pada akhir abad 

ke-19 dan awal abad ke-20 juga masuk kedalam bidang hukum. 

Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam 

pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, 

terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan 

co-variant theory. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum 

dan bentuk-bentuk prilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin 
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volksgeist (jiwa bangsa) dan rechtsbemu stzijn (kesadaran hukum) sebagaimana 

yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich, misalanya doktrin-doktrin tersebut 

mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran 

hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara 

hukum dan bentuk-bentuk prilaku manusia dalam masyarakat. 

 Faktor–faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam 

masyarakat. Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti 

membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa 

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum yang dimaksud 

berarti menkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat ; yaitu berlaku 

secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku dan berlaku secara 

filosofis oleh karena itu faktor-faktor yangdapat mempengaruhi hukum itu 

berfungsi dalam masyarakat yaitu: 

 
a.    Kaidah Hukum.  

Dalam teori Ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai 

berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut: 

- Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penetuannya didasarkan 

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang 

telah ditetapkan. 

- Kaidah hukum berlaku secara Sosiologis apabilah kaidah tersebut efektif 

artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa 

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori Kekuasaa). Atau 

kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. 

- Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu seseai dengan cita hukum 

sebagai nilai positif yang tertinggi. 

 
b. Penegak Hukum 

 Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul– 

betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan 

demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan 



86 
 

kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada 

peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan perundang–undangan 

peraturan pemerintah dalam aturan–aturan lainnya yang sifatnya mengatur, 

sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh 

pada aturan–aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena 

berdasarkan pada aturan hukum yang jelas. 

 Namun dalam kasus–kasus tertentu, penegak hukum dapat 

melaksanakan kebijakan–kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan 

peraturan–peraturan yang ada dengan pertimbangan–pertimbangan tertentu 

sehingga aturan yang berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu 

bersifat mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan – aturan yang telah 

ditetapkan. 

 
c.  Masyarakat 

 Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses 

sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap 

demi tahap kesaaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap 

ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang 

jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu 

bertujuan baik untuk mengtur masyarakat secara baik benar dan adil. 

Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat 

berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini 

mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa 

hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum 

melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan 

dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena 

perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak 

langsung ini kesaaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada 

pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainnya. Namun dalam 

perkembangan saat ini bagi masyarakat modern terjadi pergeseran– 
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pergeseran bahwa akibat faktor–faktor tertentu menyebabkan kurang 

percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada, sehingga mengalami 

krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat,  salah satunya 

adalah karena faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan 

sebagai alasan untuk melakukan tindakan–tindakan yang dianggap oleh 

masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat yang merasa telah 

dirugikan oleh oknum – oknum penegak hukum seperti itu apalagi masih 

banyak masyarakat yang awam tentang masalah hukum sehingga dengan 

mudah dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita. 

Kesadaran hukum masyarakat tidaklah identik dengan ketaatan 

hukum masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya Ketaatan hukum adalah 

“kesetian” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum yang diujudkan 

dalam bentuk prilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat” 

masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk prilaku yang nyata yang 

mengakomodir kehendak hukum itu sendiri.  

 Banyak di antara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya 

penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif” maupun secara 

rational namun mereka cenderung tidak taat terhadap hukum. Kebudayaan 

hukum yang berkembang dimasyarakat kita ternyata lebih banyak 

mencerminkan bentuk prilaku opportunis yang dapat diibaratkan mereka 

yang berkenderaan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan 

kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara pengendara nekat 

tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu 

merah yang sedang menyala. 

 Apakah dengan sikap mereka yang melanggar lampu merah itu kita 

katakan tidak sadar hukum dan/atau tidak mengerti apa sebenarnya fungsi 

keberadaan lampu pengatur lalu-lintas yang ada di persimpangan jalan.. ?, 

berangkali terlalu prematur kalau kita katakan mereka tidak sadar hukum. 

 Mereka sebenarnya sadar tentang perlunya peraturan berlalu-lintas di 

jalan raya dan lebih dari itu mereka juga sadar telah melanggar lampu merah, 

tapi masalahnya mereka tidak taat terhadap peraturan itu. Dan ada lagi 
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sebagai illustrasi kasus seorang anak bangsa di negeri ini yang baru saja 

melakukan demonstrasi dengan agenda “tegakkan supremasi hukum tanpa 

pandang bulu, hukum pejabat yang korup” namun ketika seorang anak 

bangsa tersebut usai demostrasi dan bergegas pulang kebetulan di tengah 

jalan kena razia dan anak bangsa tersebut kebetulan tidak membawa SIM, 

malah mengajak Polantas tersebut untuk mohon pengertian, dengan  kata 

lain agar diselesaikan saja diluar jalur hukum. 

 Agaknya illustrasi kasus tersebut merupakan representasi dari 

kebudayaan hukum di Indonesia. Sebagian besar masyarakat kita sadar akan 

perlunya hukum dan penghormatan terhadap hukum itu dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, namun kenyataannya masyarakat kita cenderung 

tidak taat pada hukum. 

 Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta 

membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator 

sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan dependen 

variabel maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari 

independen variabel atau intervening variabel agar program Pemerintah yang 

menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat 

dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, 

sehingga tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan cq Polisi) yang membuat 

masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum. 

 Namun disisi lain ternyata tidak sedikit pula dalam kenyataannya 

para Penegak Hukum kita yang tergolong dalam catur wangsa yang dalam 

melakukan tugasnya menegakkan hukum terutama dalam hukum pidana 

materiil (KUHP dan Peraturan Perundang-undang lainnya yang 

mengandung sanksi pidana) justru dilakukannya dengan jalan melanggar 

hukum pidana formil (KUHAP dan Hukum Acara Pidana lainnya) baik itu 

disengaja ataupun “tidak disengaja”, kenyataan ini dapat mengindikasikan 

sekaligus memberi kesan kuat kepada masyarakat bahwa proses penegakan 

hukum di Negara kita masih dilakukan dengan setengah hati sekalipun itu di 

jaman era reformasi ini yang katanya mengedepankan hukum sebagai 
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“panglima”. Kenyataan ini semakin memberi kesan kuat kepada masyarakat 

luas bahwa “penegak hukum  pun” di negeri ini “tidak taat pada hukum”. 

 
2. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum 

Masyarakat 

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan 

ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan. 

a.    Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak 

hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan 

konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih 

ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law 

enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para 

petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan. 

b.    Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. 

Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-

pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-

pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan 

hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat. 

c.    Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat 

kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. 

Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum 

merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam 

masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-

nilai kebudayaan. 

Pendidikan tetang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara 

formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada 

masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun 

non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa 

hak dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara 

harus tahu Undang-undang yang berlaku di negara kita. Pengetahuan 
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tentang adanya dan isinya harus diketahui untuk menimbulkan kesadaran 

hukum. Ini merupakan presumsi hukum, merupakan azas yang berlaku.  

Dengan mengenal Undang-undang maka kita akan menyadari isi dan 

manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti 

menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh 

melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan 

orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap 

orang lain. 

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi 

segala lapisan. Menanamkan kesadaran hukum dengan cara ini dapat 

dilakukan dengan penyuluhan, baik dengan cara penerbitan buku saku, 

ceramah, penulisan artikel maupun pembinaan kadarkum. 

Tetapi yang lebih penting lagi kiranya kalaulah semua Warga Negara 

Indonesia mengamalkan ilmu hukum yang diperolehnya baik dari 

pendidikan formal maupun non formal. Ilmu hukum yang diperoleh itu 

harus diamalkan (ilmu yang amaliah). 

 
D. Penutup 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan : bahwa 

masyarakat merasa hukum di indonesia masih belum bisa memberikan 

jaminan terhadap mereka. Dan kebanyakan dari mereka masih belum 

mengerti dan memahami bahasa dari hukum, sehingga kesadaran 

masyarakat terhadap hukum itu kurang. 

Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu 

sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang 

sudah ditetapkan. Malah sering aparat penegak hukum yang seharusnya 

sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Hal itu membuat masyarakat 

menjadi memandang remeh aparat penegak hukum.  Apalagi masyarakat 

menjadi berani tidak taat pada hukum demi kepentingan pribadi karena 

hukum tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum karena 

kepentingan pribadinya pula tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik. 
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Sehingga dalam hal ini, kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi 

pangkal tolak mengapa manusia atau masyarakat kita tidak taat pada 

hukum. 

Jika faktor kesetiaan tidak dapat diandalkan lagi untuk menjadikan 

masyarakat taat pada hukum, maka negara atau pemerintah mau tidak mau 

harus membangun dan menjadikan rasa takut masyarakat sebagai faktor 

yang membuat masyarakat taat pada hukum. Jika kita sudah konsisten 

membangun negara ini menjadi negara hukum, siapapun harus tunduk 

kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, tidak 

memihak kepada siapapun dan apapun, kecuali kepada kebenaran dan 

keadilan itu sendiri.  

Upaya untuk mengubah culture yang ada di masyarakat itu harus 

diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap  

masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan, dengan semakin 

banyaknya masyarakat yang mengerti akan pentingnya hukum, budaya 

masyarakat kita sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lebih baik dan 

kesadaran hukum masyarakat indonesia akan lebih meningkat. Dan tujuan 

dari hukum akan tercapai yaitu masyarakat yang aman, tentram dan 

sejahtera. 
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